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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan memaparkan mengenai pendahuluan pada Tugas Akhir 

yang berisi tentang latar belakang penulisan Tugas Akhir, Ruang Lingkup 

Penulisan, Tujuan dan kegunaan penulisan Tugas Akhir. Bab ini juga akan 

menjelaskan mengenai sistematika penulisan pada Tugas Akhir. Untuk itu, berikut 

uraian dari pendahuluan pada Tugas Akhir “Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, 

dan Pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Claystone 

sebagai Bahan Baku Produksi Semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

Cilacap Plant”. 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki hakikat dalam 

pembangunan yang tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan perdamaian dunia serta 

perdamaian abadi yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 

1945 alinea ke IV. Dengan demikian, dalam pelaksanaanya negara 

membutuhkan sumber pembiayaan untuk mewujudkan pembangunan 

nasional secara sungguh-sungguh. Salah satu sumber utama pembiayaan 

negara adalah pajak. 

Pajak sebagai salah satu alternatif yang sangat potensial dan merupakan 

kontribusi masyarakat dalam pembiayaan negara. Menurut Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
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langsung dan di gunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017:8) pajak dikelompokkan menjadi 

2 yaitu pajak negara (pajak pusat), dan pajak daerah. Pajak negara (pajak 

pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga pada umumnya. Selanjutnya pajak daerah 

merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 

I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  

Menurut Mardiasmo (2011:12) pajak daerah, yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi 

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung  dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi yang diperoleh 

akan sangat membantu dalam menjalankan perancanaan program-program 

daerah. Pelaksanaan pungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah maupun 

kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam 

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 diantaranya yaitu Pajak Kendaraan 

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, 

Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung 

Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Pajak  Mineral Bukan Logam dan 

Batuan  adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian mineral bukan 

logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, diharapkan meningkatnya 

pembangunan daerah. Salah satu subjek pajak daerah Mineral bukan Logam 

dan Batuan adalah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk.  
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Berikut merupakan laporan keuangan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

tahun anggaran 2018 – 2020. Yang akan disajikan pada tabel 1.1 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Ikhtisar perbandingan Laporan keuangan PT Solusi Bangun 

Indonesia Tahun Anggaran 2018-2020 

*dalam Jutaan 

Rupiah 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

Volume penjualan 

semen, Terak dan 

Ekspor (dalam 

ribuan Ton) 

 

11.970 

 

12.352 

 

11.786 

Pendapatan 10.108.220 11.057.843 10.377.729 

Laba Bruto 2.983.530 2.885.085 1.643.338 

Laba Sebelum 

bunga dan pajak 

1.644.852 1.246.125 39,163 

Laba (Rugi) Tahun 

Berjalan 

650.988 499.052 (827.985) 

Sumber : PT Solusi Bangun Indonesia 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas, Tahun 2018-2019 pendapatan PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk meningkat sebesar 6,55%, dengan pendapatan pada 

tahun 2018 sebesar Rp. 10.377.729 juta dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 

11.057.843 juta. Laba Bruto meningkat 75,65% serta pada tahun  2019 dan 

laba sebelum bunga dan pajak mengalami peningkatan secara signifikan 

sebesar 3.000% menjadi Rp1.246.125 juta dibandingkan Rp.39,163 juta pada 

tahun 2018. Serta mencatatkan laba positif sebesar Rp. 499.052 juta 

dibandingkan kerugian yang dialami pada tahun 2018 . Pada tahun 2019-2020 

pendapatan PT Solusi Bangun Indonesia turun pada tahun 2020 sebesar 

9,40% dari pada tahun 2019, karena  melambatnya kegiatan  proyek  

pembatasan-pembatasan karena Covid-19. Akan tetapi, PT Solusi bangun  

Indonesia masih tetap mampu mencatatkan laba Bruto lebih baik 

dibandingkan  pada tahun 2019. Pada tahun 2020 PT Solusi bangun indonesia 
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mencatat peningkatan Laba Bruto sebesar 3,41% dibandingkan tahun 2019, 

dan berhasil meningkatkan laba sebelum bunga pajak sebesar 31,9% menjadi 

Rp. 1.644.852 juta pada tahun 2020 dibandingkan Rp. 1.246.125 juta pada 

tahun 2019. Serta mencatatkan laba positif sebesar Rp. 650.988 juta atau 

meningkat sebesar 30,4% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.499.052 juta.  

. Besarnya pendapatan PT Solusi Bangun Indonesia, mempengaruhi  

jumlah eksploitasi pertambangan khususnya tanah liat atau Claystone sebagai 

salah satu bahan baku produksi semen pada PT Solusi Bangun Indonesia, 

khususnya di daerah Kabupaten Cilacap yang merupakan salah satu anak 

perusahaan cabang  dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. Sehingga PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dalam pengambilan 

pertambangan Claystone diwajibkan untuk turut serta membangun daerah 

melalui pajaknya. 

Pemerintah daerah Cilacap dalam melaksanakan pungutan pajak 

mineral bukan logam dan batuan menggunakan Self assesment system 

(memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya) dan 

Official Assesment System (melalui pihak ketiga). PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant sebagai subjek pajak menggunakan Self 

assesment system. Pelaksanaan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

Cilacap Plant berdasarkan penulis dilapangan terdapat beberapa ancaman 

yang membuat prosesnya kurang maksimal antara lain terjadinya kesalahan 

perhitungan pada sistem perhitungan otomatis PT Solusi Bangun Indonesia 

Tbk Cilacap Plant dan Keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) untuk 

melaksanakan kegiatan perpajakannya dalam memahami dan mengetahui 

mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporannya. Oleh 

karena itu, pelaksanaan dalam pembayaran pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant  belum maksimal 

karena terdapat ancaman yang menghambat proses pembayarannya. 

Sehingga perlu upaya peninjauan kembali terhadap mekanisme perhitungan, 

pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka laporan Tugas Akhir ini akan 

memaparkan pembahasan tersebut dengan judul “Mekanisme Perhitungan, 

Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan 

Batuan atas Claystone Sebagai Bahan Baku Produksi semen pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini, terdapat ruang lingkup 

pembahasan masalah agar lebih terfokus dan terarah sehingga tujuan dapat 

tercapai. Ruang lingkup penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Daerah 

Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Claystone sebagai Bahan Baku 

Produksi Semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

2. Ancaman dalam perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan atas Claystone sebagai bahan baku produksi 

semen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

3. Pengendalian Internal atas ancaman dalam pelaksanaan perhitungan, 

pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atas 

Claystone sebagai bahan baku produksi semen pada PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan 

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini dilakukan untuk 

memenuhi tujuan dan kegunaan tertentu sebagaimana berikut: 

 1.3.1 Tujuan Penulisan  

  Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka tujuan penulisan 

Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui Mekanisme perhitungan, pemungutan, dan 

pelaporan Pajak Daerah Mineral Bukan Logam dan Batuan atas 

Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

2. Untuk mengetahui ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan 

perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan atas Claystone pada PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

3. Untuk mengetahui Pengendalian Internal atas ancaman dalam 

pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan atas Claystone pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

 1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini diharapkan dapat 

memberikan informasi dan manfaat. Adapun kegunaan yang 

diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis hasil dari laporan ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang perpajakan 

khususnya mengenai mekanisme perhitungan, pemungutan, dan 

pelaporan Mineral bukan Logam dan Batuan. 

2. Manfaat Praktis   

 Secara Praktis laporan ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada pengelola pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan sebagai bahan masukan maupun pertimbangan mengenai 

mekanisme  perhitungan, pemungutan, dan pelaporan Pajak 

Mineral bukan Logam dan Batuan. Selain itu juga diharapkan 

dapat memberikan manfaat praktis kepada siapa saja yang 

menggunakan informasi dari hasil laporan ini. 
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1.4 Cara Pengumpulan Data 

 Penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan berbagai jenis 

pengumpulan data. Adapun pengumpulan data dalam proses perolehannya 

sebagai berikut: 

1.4.1 Data Penelitian 

Perolehan data sangat berpengaruh dalam penulisan Tugas 

Akhir ini. Jenis data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas 

Akhir ini sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung oleh penulis melalui wawancara. Data primer dalam 

penelitian ini adalah data terkait kontribusi, perhitungan, 

pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral bukan Logam dan 

Batuan. 

2. Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data ini berupa sejarah singkat perusahaan, Struktur 

organisasi dan catatan atau referensi lain yang penulis butuhkan. 

1.4.2  Metode Pengumpulan Data 

  Sub Bab ini akan memaparkan bagaimana penulis 

mengumpulkan data yang didapat. Berikut merupakan metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain: 

a. Wawancara 

  Wawancara merupakan komunikasi interaksi yang 

dilakukan dua pihak dan memiliki tujuan serius yang telah 

ditetapkan serta melibatkan tanya jawab tentang sesuatu, 

(Stewart dan Cash, 2012). Melalui metode wawancara ini 

penulis menanyakan langsung kepada pihak bidang General 
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Affair yang mengurusi pajak Mineral bukan Logam dan 

Batuan dan pihak-pihak terkait pada PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

b. Metode Observasi 

  Observasi merupakan teknik yang menuntut adanya 

pengamatan dari si peneliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap objek penelitiannya. Instrumen yang 

dipakai dapat berupa lembar pengamatan, panduan 

pengamatan, dan lainnya (Umar:2004). Metode ini dilakukan 

dengan pengamatan secara langsung pada bagian bidang 

General Affair terkait mekanisme dalam pembayaran pajak 

mineral bukan logam dan batuan pada PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

c. Studi Pustaka 

  Studi kepustakaan mengacu pada teori-teori yang 

berlaku dan data dapat dicari pada buku-buku teks ataupun dari 

hasil penelitian orang lain baik yang sudah dipublikasikan 

maupun belum merupakan suatu faktor dari keilmiahan 

penelitian yang akan dilakukan (Umar:2004). Metode ini 

dilakukan penulis dengan membaca dan mengumpulkan data 

yang ada pada sumber yang jelas yang berhubungan dengan 

mekanisme perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

  Sistematika pelaporan dibuat bertujuan untuk memudahkan 

pembahasan dan penyusunan Tugas Akhir dan memberikan sedikit 

gambaran singkat mengenai isi pada laporan tiap masing-masing bab, maka 

disusun sistematika penyusunan dalam 4 (empat) bab yaitu: 
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BAB I : Pendahuluan mengenai latar belakang pemilihan 

judul dan penulisan Tugas Akhir yang didalamnya juga 

terdapat ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan 

penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

BAB II         : Gambaran umum PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

Cilacap Plant, dalam bab ini menguraikan mengenai 

sejarah singkat berdirinya perusahaan, lokasi 

perusahaan, logo perusahaan, struktur organisasi dan 

tugas masing-masing setiap pekerja PT Solusi Bangun 

Inodnesia Tbk Cilacap Plant.  

BAB III        : Terdapat dua bagian yaitu tinjauan teori dan tinjauan 

praktik. Tinjauan teori menguraikan tentang teori dari 

topik yang sedang dikaji yaitu defini, konsep yang 

berkaitan langsung dengan ruang lingkup penulisan, 

sedangkan pada tinjauan praktik menguraikan tentang 

objek penelitian dan pembahasan masalah yang diteliti 

pada PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap Plant. 

BAB IV  : Kesimpulan dan saran dari pembahasan tugas akhir 

mengenai mekanisme  perhitungan, pemungutan dan 

pelaporan pajak mineral bukan logam dan batuan 

terkait claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

Cilacap plant. 

 

 

 

 

 



10 
 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PT SOLUSI BANGUN INDONESIA TBK 

 
 Pada bab ini akan memaparkan mengenai gambaran umum PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant, terkait dengan sejarah PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk, nilai-nilai organisasi, Visi, Misi, dan Motto perusahaan. Selain itu 

dalam bab ini juga akan menjelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan, 

wilayah kerja perusahaan, Tugas dan Fungsi daripada pegawai PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant. Berikut Uraian dari gambaran umum PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant : 

2.1 Sejarah PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk pada awalnya bernama PT Holcim 

Indonesia Tbk yang didirikan berdasarkan hasil rapat BKPMA (Badan 

Koordinasi Penanaman Modal Asing) pada tanggal 20 Desember 1973 yang 

menyatakan kelayakan terhadap proyek  proposal  pendirian  pabrik semen 

di Cilacap dalam rangka penanaman modal asing.Pendirian pabrik semen di 

Cilacap telah disetujui oleh Presiden RI dengan SK. No.B-26/Pres/3/1974 

tertanggal 4 Maret 1974, sesuai dengan permohonan dari para pemegang 

saham yang terdiri dari PT Gunung Ngadeg Jaya (30% saham) Perusahaan 

Swasta Nasional,Onoda Cement Co.Ltd. (35% saham) Perusahaan Swasta 

Jepang, Mitsui Co.Ltd. (35% saham) Perusahaan Swasta Jepang. 

PT Semen Nusantara sebagai perusahaan berbadan  hukum  secara  

resmi didirikan berdasarkan akta notaris Kartini Mulyadi, S.H. di Jakarta 

dengan Nomor Registrasi 133 tanggal 18 Desember 1974 melalui usulan 

akta perubahan No.46 tanggal 11 Maret 1975 dalam bentuk perseroan 

terbatas dan berstatus penanaman modal asing (join venture). Selanjutnya 
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dikukuhkan oleh menteri kehakiman RI No.V.A5/96/25 pada tanggal 23 

April 1975.  

Peletakan batu pertama pendirian Pabrik Semen Nusantara dilakukan 

oleh Bupati KDH tingkat II Kabupaten Cilacap, yaitu Bapak H. RYK 

Mukmin pada tanggal 19 Juni 1975. Pembangunan fisik dimulai tanggal 1 

Juli 1975 dan selesai tanggal 5 April 1977. Naigai Consultant dan Co.Ltd. 

Jepang dalam pembangunan Pabrik Semen Nusantara sebagai konsultan 

perencanaan dan pembangunan pabrik. FL. Smith dari Perancis sebagai 

Suplier mesin-mesin dan pengawas pembangunan dengan peralatan dari 

Jerman, Perancis, Denmark dan Jepang. Civil Engineering dilakukan oleh 

PT. Jaya Obayashi Gumi dan instalasi listrik oleh PT Promits. Sedangkan 

pengawasan mutu dilakukan oleh Technical Asistant dari Onoda, Jepang 

dan Lembaga Penelitian Bahasa Departemen Perindustrian dan Kimia 

Bandung.  

PT Gunung Ngadeg Jaya sebagai salah satu pemegang saham pihak 

nasional dari PT Semen Nusantara mendapat surat ijin penambangan daerah 

(SPID) dari pemerintah daerah tingkat satu provinsi Jawa Tengah, untuk :  

a. Konsensi penambangan batu kapur di Pulau Nusakambangan seluas 

1000 hektar sejak tahun 1977.  

b. Konsensi penambangan tanah liat di desa Tritih Wetan, kecamatan 

Jeruklegi seluas 250 hektar sejak tahun 1977.  

c. Lokasi pabrik semen Nusantara di desa Karangtalun, kecamatan 

Cilacap Utara dengan luas 26,5 hektar.   

d. Lokasi untuk perumahan karyawan di desa Gunung Simping seluas 10 

hektar. 

e. Lokasi service station distribution lengkap dengan loading facility 

seluas 3,5 hektar (status kontrak dengan perum pelabuhan III cabang 

Cilacap).  

PT. Semen Nusantara mulai berproduksi dan ditetapkan sebagai 

produksi komersial sejak 1 September 1977. Jenis semen yang dihasilkan 

oleh PT. Semen Nusantara adalah semen Portland Type I, dengan logo. 
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Sejak 10 Juni 1993 saham pihak swasta Jepang diambil alih seluruhnya oleh 

pihak Indonesia sehingga sudah tidak ada lagi saham asing di PT Semen 

Nusantara  dan status perusahaan berubah dari PMA menjadi PMDN. 

Kemudian saham PT Semen Nusantara diakuisisi oleh PT. Semen Cibinong 

pada tanggal 14 Juli 1993 sehingga PT Semen Nusantara menjadi unit ke IV 

dari Cibinong Group. Sebagai langkah untuk memenuhi kebutuhan pasar 

khususnya di daerah Jawa Tengah dan DIY, PT. Semen Cibinong Tbk. 

Cilacap Plant memperbesar kapasitas produksinya dengan cara:  

1. Meningkatkan kapasitas produksi dari sebelumnya 500.000 ton/tahun 

menjadi 1.500.000 ton/tahun melalui pengadaan Pregrinding yang 

berfungsi untuk mempercepat penggilingan. Pregrinding mulai 

beroperasi pada Juni 1995.  

2. Menambah 1 unit produksi sehingga menjadi unit ke V yang dibangun 

di kawasan industri Cilacap II dengan design kapasitasnya 2.600.000 

ton/tahun. Proyek pembangunan CP-2 dimulai bulan Januari 1995 dan 

selesai pada April 1997 sehingga total kapasitas PT Semen Cibinong 

Tbk. Cilacap Plant adalah sebesar 4.100.000 ton/tahun.  

Pada tahun 2000, PT Semen Cibinong Tbk Cilacap Plant 

mengadakan restrukturisasi hutang dengan para kreditor. Holcim Ltd. 

pada tanggal 13 Desember 2001 membeli seluruh saham milik PT 

Tirtamas Majutama dengan total 77,33 %. Sehingga pemegang saham 

terbesar adalah Holcim dan status PT Semen Cibinong berubah dari 

perusahaan PMDN menjadi Perusahaan Perseroan Terbuka dengan total 

saham yang dimiliki oleh Holcim 77,33%, 16,1% saham dimiliki oleh 

kreditor dan 6,66% saham dimilki untuk umum.  

Pada tahun 2005, semenjak terjadi kenaikan BBM maka pabrik CP-1 

ditutup karena biaya operasi pada CP-1 melebihi anggaran yang 

disediakan oleh pabrik sehingga pabrik mengalami kerugian. Biaya 

operasi naik karena pembangkit listrik pada pabrik CP-1 menggunakan 

generator yang berbahan bakar IDO (Industry Diesel Oil). Selain itu, 
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kapasitas produksi pabrik CP-1 pada kenyataannya hanya sepertiga dari 

pabrik CP-2. 

Pada tanggal 30 November 2005 diadakan rapat umum pemegang 

saham tahunan (RUPST) PT. Semen Cibinong Tbk. No.21. Hasil rapat 

tersebut adalah diadakannya perubahan nama perusahaan dari PT Semen 

Cibinong menjadi PT Holcim Indonesia Tbk, dan di adakannya 

perubahan nama perusahaan dari PT Holcim Indonesia menjadi 

PT.Solusi Bangun Indonesia Tbk. 

 

2.2 Nilai-nilai Organisasi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

PT Solusi bangun Indonesia Tbk mempunyai nilai-nilai perusahaan 

sebagai dasar atau pijakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Ada enam 

nilai organisasi pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebagai berikut : 

1. Bersaing dengan Visi yang terarah dan Bersinergi, yaitu mampu 

mengarahkan seluruh sumber daya dan kapabilitas perusahaan secara 

baik dan tepat untuk berkompetisi mencapai cita-cita sinergis korporasi. 

2. Bersemangat tinggi untuk terus belajar, yaitu mau terbuka untuk belajar 

secara terus-menerus agar dapat bekerja semakin baik dan mampu 

beradaptasi terhadap berbagai perkembangan serta perubahan yang 

terjadi dalam lingkungan industri. 

3. Bertindak dengan akuntabilitas tinggi, yaitu mampu diandalkan dan 

memiliki tanggung jawab atas perkataan tindakan dan keputusan yang 

diambil. 

4. memenuhi harapan pelanggan, yaitu mampu memenuhi harapan dan 

keinginan serta kebutuhan pelanggan atas produk serta layanan serta 

fokus, responsif dan sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. 

5. Bekerja dengan Etika dan integritas tinggi, yaitu dengan mampu 

menunjukkan falsafah sikap hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan 

etika yang luhur serta tidak tergoyahkan oleh apapun juga. 
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6. Memperkuat kerja sama tim, yaitu mampu melakukan pekerjaan secara 

bersama-sama untuk mewujudkan hasil kinerja terbaik dan yang 

,memberi nilai tambah terbaik bagi perusahaan dan bagi seluruh 

pemangku kepentingan. 

 

2.3 Visi dan Misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

Visi dan misi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk sebagai berikut : 

2.3.1 Visi 

Visi PT Solusi bangun Indonesia Tbk yaitu “Menjadi perusahaan 

penyedia solusi Bahan bangunan  terbesar di regional”. Visi ini mempunyai 

arti bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ingin menjadi perusahaan yang 

terdepan dalam memberikan solusi bahan bangunan yang inovatif terbaru 

dan bernilai tambah di kancah regional  yang sesuai harapan dan 

berkelanjutan.  

2.3.2 Misi  

PT Solusi Bangun Indonesia dalam menjalankan tugas dan untuk 

memenuhi tujuan memiliki misi sebagai berikut: 

1) Berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. misi 

ini mempunyai arti bahwa produk-produk yang dipasarkan PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk sesuai dengan kebutuhan konsumen.  

2) Menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas. Misi ini 

mempunyai arti bahwa PT Solusi Bangun Indonesia Tbk membuat 

produk dengan bahan yang sesuai standar dan mempunyai kualitas yang 

terbaik yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dalam 

setiap inisiatif bisnis. 

3) Fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab 

sosial yang berkelanjutan. Misi ini mempunyai arti bahwa PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk berperan sertauntuk komitmen dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas 
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kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, 

komunitas, maupun masyarakat. 

4) Memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku 

kepentingan. Misi ini mempunyai arti bahwa PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk dalam membangun tata nilai perusahaan selaras dengan 

bisnis yang beretika dan diimplementasikan ketika berhubungan 

dengan seluruh pemangku kepentingan dengan menjaga integritas, 

memberikan pelayanan terbaik, dan terfokus dengan segala kebutuhan 

seluruh pemangku kepentingan.  

5) Menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan 

perusahaan 

2.4 Logo Perusahaan 

Logo PT Solusi Bangun Indonesia Tbk disajikan dalam bentuk 

gambar 2.1 sebagai berikut : 

Gambar 2.1 Logo PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap 

Plant 

 

Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Cilacap Plant 

 

Logo merupakan elemen utama dari identitas perusahaan, membawa 

nilai-nilai kearifan lokal, Logo Solusi Bangun Indonesia ( SBI ) terbangun 

dari modul Hexagional yang mempresentasikan kekokohan dan 
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keberlanjutandalam warna abu-abu dan hijau muda. Modul tersebut 

terbentuk dari stilasi bangunan yang menampilkan bentuk candi sekaligus 

daun; yang membawa semangat pembangunan dan kelestarian alam sebagai 

satu kesatuan. Logo tersebut melambangkan komitmen perseroan untuk 

menyediakan solusi dan produk yang inovatif, berkualitas tinggi, dan ramah 

lingkungan. 

2.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara 

setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau 

perusahaan dalam menjalankan kegiatannya dengan maksud untuk 

mencapai sebuah tujuan perusahaan yang bersangkutan, pembagian tugas, 

tanggung jawab dan pelimpahan wewenang yang jelas. Suatu organisasi 

dapat menggambarkan bagian dan fungsi yang ada dalam perusahaan. 

Koordinasi struktural dapat dilaksanakan dengan baik untuk menunjang 

aktivitas dalam perusahaan. Struktur organisasi pada PT Solusi Bangun 

Indonesia Cilacap Plant adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap 

Plant 

 

(Sumber: GA & Comrel PT Solusi Bangun  Indonesia Tbk Cilacap 

Plant, 2021) 
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Berikut departemen pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

meliputi : 

1. Quarry Department 

Departemen ini bertanggung jawab atas kegiatan pertambangan 

batu kapur di Pulau Nusakambangan dan tanah liat di Jeruk Legi. 

Quarry Department dipimpin oleh Quarry Manager yang dibantu oleh 

empat Super Intendent (SI) yaitu:  

a. Quarry Operation and Transport Super Intendent bertanggung 

jawab pada peledakan (blasting), pengeboran dan operator alat berat, 

penyediaan alat transportasi batu kapur dengan menggunakan kapal 

tongkang dan transportasi tanah liat.  

b. Quarry and Transport Equipment Maintenance Super Intendent 

bertanggung jawab atas penyedia alat transport untuk mengangkuts 

tanah liat dan batu kapur ke pabrik.  

c. Quarry Development and Quality Control Super Intendent, bertugas 

menjaga kualitas dari daerah yang akan ditambang, menentukan 

daerah yang akan ditambang dan dampaknya bagi lingkungan sekitar 

serta penanggulangannya dan hasil tambang yang dihasilkan.  

d. Caly Quarry and Raw Material Receiving Super Intendent 

bertanggung jawab atas penambangan tanah liat dan pengiriman 

meterial.  

2. Production Department 

Departemen produksi dipimpin oleh seorang Manager Produksi 

yang bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan bahan baku, 

mengawasi proses produksi dan keselamatan karyawan, serta 

menangani kelancaran produksi semen dari penerimaaan bahan baku 

sampai proses pembuatan semen. 

Tugas-tugas Manager Produksi dibantu oleh Administration Support 

dan membawahi : 

a. Production Shift Manager  
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b. Production Super Intendent  

c. CP-2 Shift Super Intendent  

d. Production Planning Super Intendent 

3. Maintenence Department  

Departemen ini dikepalai oleh seorang Manager Maintenance 

yang mempunyai tugas mengadakan perawatan, pemeliharaan mesin, 

perbaikan mesin dan seluruh sarana yang berkaitan dengan peralatan 

pabrik termasuk penyediaan saran utilitas yang meliputi penyediaan air 

yang digunakan sebagai air pendingin mesin maupun penyediaan listrik 

yang diperoleh dari PLN. Dalam menjalankan tugasnya, departemen 

maintenance dibantu oleh lima super intendent dan satu manager 

bagian, sebagai berikut:  

a. Maintenance Planning Super Intendent  

Pada departemen ini, perusahaan melakukan perencanaan 

pemeliharaan, perbaikan dan pembuatan rencana-rencana pada masa 

yang akan datang. Pada bagian ini terdapat mesin bubut yang di 

kelola oleh perusahaaan, ada 12 mesin bubut, 4 ada di Whorksop 

dan 8 mesin bubut di EVE academy. 

b. Mechanical Super Itendent  

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan 

mesin dan alat-alat yang digunakan serta mengganti mesin yang 

telah rusak.  

c. Electrical & Instalasi Super Intendent  

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan serta 

mengganti kabel-kabel yang telah rusak dan menyalurkan listrik 

pada mesin-mesin. 

d. Utility Super Intendent  

Pada departemen ini, perusahaan melakukan pengawasan pada 

proses produksi untuk mendapatkan kualitas yang sesuai dengan 

standar produksi perusahaan. 

e. Mechanical Super Intendent  
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Pada departemen ini perusahaan melakukan pemesanan 

sparepart sebelum terjadinya kerusakan pada mesin. 

f.  Realibility Maintenance Manager  

Pada departemen ini, perusahaan melakukan sebuah 

pengawasaan pada komponen mesin agar mesin bekerja dengan 

baik untuk waktu tertentu dan pada kondisi tertentu,untuk 

mempertahankan kemempuan sistem mesin. 

4. Technician Department 

Departemen ini dikepalai oleh seorang Manager Teknik 

(Technical Manager) yang bertugas melakukan penelitian dan 

pengembangan (Research and Development) tentang rancang proses 

dan peralatan proses untuk kemajuan pabrik. Departemen ini 

membawahi:  

a. Laboratorium (proses quality control, laboratorium fisika, dan   

laboratorium kimia). 

Proses quality control bertugas untuk mengontrol kualitas 

sampel yang diambil di blending silo, feed kiln bin, cooler, finished 

mill, dan semen yang dihasilkan yang telah di uji di laboratorium x-

ray, laboratorium kimia dan fisika.  

     Preparation room merupakan ruangan tempat membuat 

pellet powder untuk selanjutnya dianalisa kandungan sample di 

ruang X-ray. Dalam analisis sampel menggunakan X-ray, maka 

sample harus dibuat preparasi dalam bentuk pellet powder. Di ruang 

inilah pellet tersebut dibuat. X-ray room merupakan tempat 

menganalisa sampel berupa pellet powder dengan menggunakan 

sinar X. Dengan alat tersebut, maka secara otomatis komposisi 

penyusun material tersebut serta parameter kualitas sampel seperti 

LSF, IM. AM, dan SM dapat terbaca di dalam komputer yang ada di 

ruangan tersebut.  
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Laboratorium kimia bertugas menganalisis kualitas bahan 

baku, batubara, fly ash, oil sludge, sekam padi, dan material lain 

yang terkait dengan proses produksi. Sehingga sebelum material 

tersebut digunakan sudah dipastikan bahwa material tersebut 

memenuhi syarat mutunya.  

Laboratorium fisika bertugas menguji ketahanan fisik dari 

semen yang dihasilkan, yaitu meliputi uji kehalusan, kuat tekan, 

setting time, dan soundness.  

b. Process Engineering  

Dalam proses pembuatan semen, tim laboratorium memiliki 

target untuk produksi semen yang berkualitas. Disinilah tim process 

engineering berperan. PE bertugas sebagai penentu nilai dari 

parameter-parameter yang dikontrol pada proses produksi seperti 

tekanan, temperatur, laju alir material, spesifikasi alat yang 

dibutuhkan, hingga parameter bahan baku yang layak digunakan 

dalam proses produksi, sehingga produk yang dihasilkan akan 

memenuhi target kualitas yang telah ditentukan. Selain itu PE juga 

bertugas mengatasi masal ah jika ditemukan kerusakan yang 

nantinya akan diperbaiki oleh tim maintenance  

c. Environment & Quality Management System(EQS)  

EQS bertugas untuk menjaga lingkungan pabrik maupun di 

luar pabrik agar tetap bersih dan nyaman. EQS akan mengurus 

limbah yang dihasilkan selama proses produksi maupun limbah non 

produksi yang meliputi limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. 

Dibawah naungan EQS adalah Geocycle.Geocycle bertugas mencari 

sumber alternatif energi maupun bahan baku (Alternative Fuel and 

Raw Material) bagi proses produksi pabrik. Saat ini, geocycle tidak 

hanya menerima limbah-limbah yang berkalori saja untuk dijadikan 

bahan bakar alternative, namun geocycle juga menerima limbah dari 

perusahaan-perusahaan lain untuk membantu memusnahkan limbah 
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tersebut. Ini merupakan bisnis kedua dari PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk selain produksi semen.  

5. General Affair ( GA ) Department 

Departemen ini dipimimpin oleh seorang General Affair Super 

Intendent yang bertugas menangani bagian umum. Dalam 

menjalankan tugasnya General Affair Super Intendent dibantu oleh 

General Affair Office, Cleaning and Office Contractor, dan 

Transportation Team Leader yang meliputi Transportaion 

Administration, Driver, dan Transport Maintenance. 

6. Plant Accounting Department 

Departemen ini dipimpin oleh Plant Accounting Super 

Intendent yang bertugas mengelola keuangan baik pemasukan 

maupun pengeluaran yang berkaitan berkaitan dengan aktivitas 

pabrik. Tugas Plant Accounting Superitendent dibantu oleh Cost 

Analysis Payroll dan Expenses Administration. 

7. Occupational Health and Safety (OH&S) Department 

Departemen ini bertugas menjaga keselamatan dan kesehatan 

karyawan baik di lingkungan pabrik maupun diluar pabrik. 

Departemen ini terdiri dari :  

a. Safety and Fire Super Intendent yang membawahi Safety Officer 

and Shift Fire Brigade.  

b. Dokter perusahaan yang bernanung di klinik pabrik  

8. Community Relationship (COMREL) Department 

Departemen ini bertugas menjalin dan menjaga hubungan 

antara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dengan 

masyarakat sekitar. Departemen ini rutin mengadakan bantuan 

kepadan masyarakat maupun pemerintah daerah Cilacap, seperti 

perbaikan jalan, penanaman bakau, plesteran rumah, dan pengelolaan 

usaha.  

9. Human Resourch (HR) Department 
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HR merupakan departemen yang mengurus pencarian 

karyawan, penerimaan mahasiswa PKL, peraturan-peraturan di dalam 

perusahaan, serta mengurus absen karyawan. Departemen ini 

melakukan koordinasi dengan berbagai departemen lain untuk 

membuat peraturan-peraturan di dalam perusahaan.    

 

2.6 Wilayah Kerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

Wilayah Kerja PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

disajikan pada gambar 2.3 sebagai berikut : 

 

Gambar 2.3  Peta Lokasi PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

 

  

(Sumber: Google Earth,2021) 

 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant terletak di Jl. Ir. 

Juanda, Desa Karangtalun, Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa 

Tengah. Luas dari pabrik ini  120 Ha dan terletak di pinggir Sungai Donan 

sekitar 7 km dari pelabuhan laut Cilacap. Sedangkan kantor pusat PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk terletak di Jamsostek Tower, North Building 
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14th dan 15th floors Jalan Gatot Subroto No. 30 Jakarta.  Pemilihan lokasi 

pabrik berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:  

1. Sumber Bahan Baku dan Bahan Bakar  

Salah satu pertimbangan yang sangat penting saat akan 

mendirikan pabrik adalah lokasi sumber bahan baku dan bahan bakar. 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant memiliki sumber bahan 

baku dan bahan bakar yang memadai yaitu:   

a. Tambang batu kapur di Pulau Nusakambangan.  

b. Tambang tanah liat di Wilayah Tritih Wetan, Kecamatan Jeruk Legi.   

c. Pasir silika diperoleh dari Jatiroo Rembang, Tuban dan Banjarnegara.  

d. IDO (Industrial Diesel Oil ) didapatkan dari PT. Pertamina. 

 

2. Fasilitas Transportasi  

Salah satu pertimbangan pemilihan lokasi didirikannya pabrik 

adalah adanya pelabuhan alam Wijaya Pura yang berada di Pulau 

Nusakambangan. Pelabuhan tersebut telah memiliki fasilitas bongkar muat 

yang memadai, sedangkan Jetty merupakan dermaga yang dimiliki oleh 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant yang berada di sebelah 

barat CIL-1. Selain itu, sarana angkutan darat juga sudah dipersiapkan 

sehingga memudahkan transportasi baik melalui angkutan jalan raya 

maupun kereta api ke daerah sasaran pemasaran dan sebagai transportasi 

bahan baku.   

3. Merupakan Daerah Kawasan Industri  

Sejak tahun 1970, Kota Cilacap sudah dipersiapkan sebagai daerah 

pengembangan industri di Jawa Tengah bagian selatan, sehingga fasilitas 

umum telah tersedia dengan baik dan cukup memadai di kawasan ini.   

4. Daerah Sasaran Pemasaran  

Daerah sasaran pemasaran utama PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk 

Cilacap Plant meliputi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat, sehingga lokasi 

pabrik diusahakan dekat dan mudah menjangkau daerah-daerah 

pemasaran. Selain itu, pemasaran juga menembus pasar ekspor berupa 
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clinker maupun semen. Daerah pemasaran ekspor yang sudah berhasil 

ditembus antara lain Australia, Malaysia, Amerika, Bangladesh, Srilanka 

dan Mauritius.   

5. Tenaga Kerja  

Cilacap merupakan salah satu daerah padat penduduk, sehingga 

cukup memudahkan dalam hal pemenuhan tenaga kerja. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 
 Pada bab ini akan memaparkan mengenai pembahasan pada Tugas Akhir 

yang berisi tentang landasan teori penelitian dan tinjauan praktik mekanisme 

perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak daerah atas pajak mineral bukan 

logam dan batuan terkait claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap 

Plant. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai ancaman serta pengendalian 

internal  dalam pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral 

bukan Logam dan Batuan pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

Untuk itu berikut uraian dari pembahasan pada penulisan Tugas Akhir “Mekanisme 

Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Daerah Atas Claystone sebagai 

Bahan Baku Produksi Semen Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap 

Plant”. 

3.1 Tinjauan Teori  

Berikut ini merupakan tinjauan teori yang akan dipaparkan dalam bab 

pembahasan berkaitan dengan judul Tugas Akhir sebagai berikut: 

3.1.1 Pengertian Pajak 

 Terdapat beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli, 

tetapi inti definisi dari para ahli tersebut mempunyai maksud dan tujuan 

yang sama. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat (1), 

pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan  tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam Resmi 

(2017:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bedasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 
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timbal (kontraprestasi) yan dapat ditunjukkan dan gunakan untuk 

membayar keperluan umum. 

Sedangkan menurut S. I. Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), 

pajak adalah  sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari 

kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 

hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan untuk umum. Sedangkan menurut 

Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan pajak sebagai iuran rakyat kepada 

kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa-

jasa timbal yang langsung dapat di rasakan dan digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Dari beberapa definisi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat ke kas negara yang 

bersifat memaksa diatur oleh undang-undang tanpa adanya timbal balik 

secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran 

pemerintah.  

3.1.2 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2017:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu: 

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

 

Pajak mempunyai fungsi Budgetair, artinya pajak 

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. 

Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya 

memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 

berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang nantinya 

digunakan untuk keperluan-keperluan pengeluaran negara. 
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2) Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak mempunya fungsi pegatur, artinya pajak sebagai alat 

untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi dan mencapai tujuan-tujuan tertentu 

diluar bidang keuangan. Berdasarkan pendapat diatas fungsi 

regulerend (pengatur) dapat dibagi menjadi dua fungsi diantaranya: 

a) Fungsi ekonomi 

   Fungsi ekonomi berfungsi untuk mengatur roda 

perekonomian seperti mengatur jalannya inflasi terhadap nilai 

tukar uang. 

b) Fungsi sosial 

   Fungsi sosial berfungsi mengatur berdasarkan 

pertimbangan-pertimbangan sosial seperti menciptakan 

jaminan sosial, menciptakan sarana-prasarana umum, 

membantu menciptakan kesejahteraan sosial dengan cara 

membagi penghasilan dan kekayaan negara secara merata. 

 3.1.3  Asas Pemungutan Pajak 

  Menurut Devano dan Rahayu (2006:38) pajak didasarkan pada 

asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara 

memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari 

penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa 

(berdasarkan undang-undang) sebagian harta yang dimiliki 

penduduknya. Asas-asas tersebut adalah: 

  1. Asas Domisili 

    Pengenaan pajak tergantung pada tempat tinggal 

(domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara 

maka negara itulah yang berhak mengenakan pajak atas segala 

hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak 

yang menurut undang-undang dikenakan pajak. 
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  2. Asas Sumber 

   Cara pemungutan pajak yang bergantung pada 

sumber di mana objek pajak diperoleh. Tergantung di 

negara mana objek pajak tersebut diperoleh. Jika disuatu 

negara terdapat sautu sumber penghasilan, negara tersebut 

berhak memungut pajak tanpa melihat wajib pajak itu 

bertempat tinggal. 

 3. Asas Kebangsaan 

     Cara yang berdasarkan kebangsaan menghubungkan 

pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. 

Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang 

menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan 

dengan kebangsaan dari suatu negara. 

 

Dari ketiga asas pemungutan tersebut Indonesia menganut 

asas domisili, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (1), 

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah 

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau 

diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun 

luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk 

menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan 

nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan untuk wajib pajak 

luar negeri asas pemungutan pajak nya menganut asas sumber, 

sehingga setiap perolehan penghasilan yang diterima wajib pajak 

luar negeri di Indonesia akan dikenakan PPh Pasal 26 
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 3.1.4  Sistem Pemungutan Pajak 

   Mardiasmo (2011:7) mengemukakan bahwa dalam 

melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem yang 

perlu diperhatikan ada beberapa sistem yang biasa digunakan. 

Diantaranya yaitu: 

 

a  Official Assessment System 

   Official Assessment System adalah sistem pemungutan 

pajak kewenangan sepenuhnya di pegang oleh fiskus untuk 

menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang dalam hal 

ini wajib pajak bersifat pasif dalam menentukan besarnya 

jumlah pajak yang terhutang. Berdasarkan pengertian di atas 

ciri-ciri dari Official Assessment System yaitu : 

    1) Fiskus memiliki wewenang untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang, 

 2) Wajib pajak bersifat pasif; 

 Contoh Official Assessment System adalah Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB),Pajak Kendaraan Bermotor. 

  b.  Self Assessment System 

  Self Assessment System adalah suatu sistem 

pemungutan pajak yang kewenangan sepenuhnya berada di 

wajib pajak. dalam sistem ini wajib pajak diharuskan untuk 

berperan aktif dalam proses pemungutan pajak seperti 

menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri pajaknya. 

Berikut Ciri-ciri dari Self Assessment System adalah : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang 

ada pada Wajib Pajak sendiri; 



31 
 

2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor 

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Contoh Self Assessment System adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). 

 c.  With Holding System 

  With Holding System adalah suatu sistem pemungutan 

pajak yang kewenanganya berada di pihak ketiga. Pihak ketiga 

yang menentukan besarnya pajak terutang wajib pajak. Ciri-

ciri dari With Holding System yaitu wewenang yang 

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak. 

Contoh With Holding System adalah PPh Pasal 21 yang 

dilakukan oleh orang yang diberi kuasa untuk melakukan 

pelaporan. 

  Dari ketiga sistem pemungutan pajak, Indonesia 

menganut sistem Self Assesment, hal ini terdapat pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang perubahan keempat atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

Perpajakan. Namun dalam pelaksanaannya juga terdapat 

ancaman, karena wajib pajak melaksanakan kewajiban 

perpajakannya dengan menghitung sendiri, besaran pajak 

terutang yang harus dibayarkan. Selain itu, wajib pajak yang 

kurang memahami sistem Assesment System juga menganut 

sistem With Holding sehingga dalam penentuan besarnya pajak 

terutang dipercayakan kepada pihak ketiga yang berkompeten 

dalam perpajakan. Selanjutnya sistem Official Assesment  

diterapkan dalam Pajak Bumi dan Bangunan atau jenis pajak 
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daerah lainnya. Wajib pajak dalam sistem official assesment  

tidak melakukan perhitungan besarnya pajak yang terutang 

melainkan cukup membayar pajak bumi dan bangunan atau pajak 

daerah lainnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah. 

 3.1.5 Syarat Pemungutan Pajak 

   Proses pemungutan pajak harus memperhatiakan aturan-

aturan yang berlaku. Aturan tersebut berupa syarat-syarat yang harus 

diperhatikan dalam proses pemungutan pajak. Secara umum syarat 

pemungutan pajak di bagi menjadi 5 (lima) diantaranya yaitu: 

a. Pemungutan harus adil (Syarat keadilan) 

Pemungut harus adil artinya pemungutan harus 

berdasarkan undang-undang dan hukum yang berlaku. 

Pemungutan harus dilakukan tanpa melihat status sosial 

seorang tetapi pemungutan harus dilakukan berdasarkan 

kemampuan dan penghasilan yang diperoleh. Mardiasmo 

(2011:2) menjelaskan bahwa Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, 

yaang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. 

Sedangkan adil dalam pelaksanannya adalah dengan 

memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan 

keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

 b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat 

Yuridis) 

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang 

yang berlaku sebagai jaminan hukum. Mardiasmo (2011:2) 

mengemukakan pemungutan pajak telah diatur dalam undang-

undang 1945 yang telah di atur dalam pasal 23 ayat 2. Hal ini 
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guna untuk memberikan jaminan hukum yang menyatakan 

keadialan, baik bagi negara maupun warganya. 

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) 

 Pemungutan tidak boleh mengganggu jalanya kegiatan 

perekonomian yang dapat menimbulkan kendala dalam proses 

produksi. Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam melakukan 

pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan 

produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan 

kelesuan perekonomian masyarakat. 

d. Pemungutan pajak harus efesien (Syarat Finansial) 

  Biaya pemungutan harus efesien artinya pemungutan 

pajak harus dapat ditekan lebih rendah sehingga tidak 

memberatkan masyarakat. 

 e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

  Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan 

bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakanya, 

selain itu dapat mendorong masyarakat untuk tertarik dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakanya Mardiasmo (2011:2). 

3.1.6 Jenis Pajak 

Indonesia mempunyai beberapa jenis pajak. Menurut Resmi 

(2019:7), terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan 

menurt lembaga pemungutnya. 

Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

 1.  Menurut Golongan   

 Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua 

diantaranya: 
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a.  Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau 

dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus 

menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.Contoh: Pajak 

Penghasilan (PPh)  

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak 

ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu 

kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau 

jasa.Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

2. Menurut sifat 

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua 

diantaranya: 

a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan 

keadaan pribadi Wajib pajak atau pengenaan pajak yang 

memperhatikan keadaan subjeknya.  

 Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban 

membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi 

subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. 

 Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB).  

  3. Menurut Lembaga Pemungut 
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Menurut Lembaga Pemungut pajak di kelompokkan 

menjadi dua diantaranya:  

a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah 

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pada 

umumnya. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh),  Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea 

Materai. 

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota)dan digunakan untuk membiaya rumah tangga 

masing-masing. Sedangkan menurut Prakoso (2003:1) 

mengemukakan pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut 

oleh pemerintah daerah (misal: Provinsi, Kabupaten, Kota) yang 

diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masingdan hasil 

pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga 

daerah 

 Bardasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak daerah dibagi atas: 

a. Pajak Provinsi: 

  1)  Pajak Kendaraan Bermotor, 

  2)  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

     3)  Pajak Bahan Bakar Kendaran Bermotor 

   4)  Pajak Air Permukaan, dan 

   5)  Pajak Rokok. 

 b. Jenis pajak Kabupaten/kota: 

 1) Pajak Hotel, 



36 
 

 2) Pajak Restoran, 

 3) Pajak Hiburan, 

 4) Pajak Reklame, 

 5) Pajak Penerangan Jalan, 

 6) Pajak Mieral Bukan Logam dan Batuan,  

 7) Pajak Parkir, 

 8) Pajak Air Tanah, 

 9) Pajak Sarang Burung Walet, 

          10)Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan     

Perkotaan,dan 

        11)Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.  

  

  3.1.7 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan  

Dasar hukum merupakan awal dari timbulnya dan 

terjadinya hukum yang merupakan norma hukum yang menjadi 

landasan bagi setiap tindakan. Berikut  dasar hukum pemungutan 

pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2003 

Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum 

3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 

Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral bukan 

Logam dan Batuan 
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4. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2018 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 65 Tahun 2016 

Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 

Kabupaten Cilacap 

 

3.1.8 Pengertian  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan salah 

satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak mineral bukan logam dan 

batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam 

dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan 

bumi untuk dimanfaatkan. 

3.1.9 Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Secara umum definisi subjek pajak adalah orang pribadi atau 

badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 58 ayat (1), Subjek Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan 

yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.  

Subjek Pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak 

disebut dengan wajib pajak. Dengan demikian, wajib pajak yang 

melakukan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

atau yang memanfaatkan diwajibkan untuk membayar. 

3.1.10  Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 57 ayat (1) , objek Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan   adalah kegiatan pengambilan 

Mineral bukan Logam dan Batuan meliputi: 

a. asbes 
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b. batu tulis, 

c. batu setengah permata 

d. batu kapur 

e. batu apung 

f. batu permata 

g. bentonit 

h. dolomit 

i. feldspar 

j. tanah liat, 

k. grafit, 

l. granit, 

m. gips, 

n. Mineral Bukan Logam Ldan Batuan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 57 

ayat (2), terdapat objek pajak yang dikecualikan dari objek pajak 

Mineral bukan Logam dan Batuan sebagaimana yang dimaksud 

pada ayat (1) adalah: 

a. Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 

nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti 

kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, 

pemancangan tiang listrik/telephone, penanaman kabel 

listrik/telephone, penanaman pipa air/gas, 
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b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan logam dan Batuan yang 

merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang 

tidak dimanfaatkan secara komersial, 

c. pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

 

3.1.11 Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebelum ditetapkan 

jumlah besar pembayarannya ditentukan terlebih dahulu dasar 

pengenaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 59 ayat (1), Dasar 

pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai 

Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 

Selanjutnya pada Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak daerah dan Retribusi Daerah, menjelaskan terkait Nilai jual 

yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

mengalikan volume/ tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar 

atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak daerah dan Retribusi Daerah Pasal 57 ayat (3), Nilai Pasar 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang 

berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan. 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal (4), dalah hal nilai pasar dari 

hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar 

yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang 

pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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 3.1.12 Tarif Pajak  Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Setelah ditentukan Dasar Pengenaan Pajak , Selanjutnya 

menetapkan Tarif pajak, Besarnya tarif pajak yang ditetapkan oleh 

pemerintah ini dalam bentuk presentase yang nantinya digunakan 

untuk menetapkan besarnya pajak yang terutang. Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  Pasal 60 ayat (1), Tarif pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua 

puluh lima persen), selanjutnya pasal 60 ayat (2), Tarif Pajak 

Mineral bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Dengan demikian, daerah kota/kabupaten diberi 

kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin 

berbeda dengan kota/kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari 

25%. 

3.1.13  Perhitungan Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Menurut Marihot (2019:452), besaran pokok Pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Secara 

umum perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

sesuai dengan rumus berikut: 

 Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

  = Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil Pengambilan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan  

3.1.14 Pelaporan dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah  Mineral 

Bukan Logam dan Batuan 

Menurut Marihot (2019:452), dalam pelaporan pajak 

Mineral bukan Logam dan Batuan wajib melaporkan kepada 

Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk tentang kegiatan 

pengambilan/eksploitasi Mineral Bukan Logam dan Batuan yang 
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dilakukannya. Untuk itu wajib pajak diwajibkan mengisi SPTPD . 

SPTPD diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani 

oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada 

walikota/bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka 

waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD disampaikan selambat-

lambatnya lima belas hari setelah berakhirnya masa pajak. SPTPD 

disampaikan dan dilengkapi dengan keterangan dan dokumen yang 

berkaitan dengan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, 

sesuai dengan ketetapan bupati/walikota. 

Bupati/ walikota atas permohonan wajib pajak dengan 

alasan yang sah dan dapat diterima dapat memperpanjang jangka 

waktu penyampaian SPTPD untuk jangka waktu tertentu, yang 

diatur dalam peraturan daerah. SPTPD dianggap tidak dimasukkan 

jika wajib pajak tidak melaksanakan atau tidak sepenuhnya 

melaksanakan ketentuan  pengisian dan penyampaian SPTPD yang 

telah ditetapkan. Wajib pajak yang tidak melaporkan atau 

melaporkan tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan 

akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda  sesuai ketentuan 

dalam peraturan daerah. 

3.1.15 Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan 

Tata cara pemungutan pajak dibutuhkan guna untuk 

meningkatkan penerimaan pajak yang sesuai tanpa merugikan 

wajib pajak atau pemerintah sehingga target yang ditetapkan dapat 

tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 96,  

Menyebutkan bahwa tata cara pemungutan pajak daerah sebagai 

berikut: 

 (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan 
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(2) Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang 

terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar 

sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan 

perundang-undangan perpajakan 

(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan 

menggunakan SKPD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

  (4)  Dokumen lain yang sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) berupa karcis dan Nota Perhitungan. 

     (5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan 

sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, 

SKPDKB, dan/atau SKPDKBT. 

Gambar 3.1 Gambar Bagan Alir pemungutan Pajak 

Wajib Pajak Badan / Instansi 

  

Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

SPTPD 
SPTPD 

SKPD SPTPD,SKPDKB,SKPDKBT 

WP melakukan 

pembayaran SKPD 

yang ditentukan 

Mulai 

selesai 
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3.2 Tinjauan Praktis Mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait Claystone Pada PT Solusi 

Bangun Indoesia Tbk Cilacap Plant 

PT Solusi Bangun Indonesia dalam memaksimalkan perpajakannya 

perlu adanya peninjauan kembali terhadap pelaksanaan perhitungan, 

pemungutan, dan pelaporanannya. Karena bagaimanapun juga jika 

pelaksanaannya tidak terus dimaksimalkan kedepannya akan menghambat 

proses dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pada bagian ini dijelaskan 

beberapa tahapan yang menjadi dasar dalam melaksanakan perhitungan, 

pemungutan, dan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait 

Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant, antara lain 

sebagai berikut: 

3.2.1 Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

  Secara umum pengertian Objek Pajak adalah sumber 

pendapatan yang dikenakan pajak. Menurut Perda Nomor 18 tahun 

2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten Cilacap Pasal 37 ayat (1) 

Objek Pajak adalah Kegiatan Pengambilan Mineral bukan Logam. 

Salah satu objek pajak atau sumber pendapatan daerah yang dikenakan 

pajak pada PT solusi bangun Indonesia Tbk adalah melalui eksploitasi 

Tanah Liat (Clay). Menurut Peraturan Daerah Cilacap Nomor 12 Tahun 

2003 tentang Retribusi Ijin Pengelolaan Pertambangan Umum, 

eksploitasi adalah Usaha pertambangan dengan maksud untuk 

menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.  

  Menurut Marihot (2019:445), Tanah liat atau Lempung 

(Clay), yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus 

silikat alumunia berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan 

bahan silikat alumunia lain. Tanah liat (Clay) atau lempung pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dijadikan objek pajak oleh 
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pemerintah daerah. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam eksploitasi 

Claystone digunakan sebagai salah satu bahan dalam produksi semen. 

3.2.2 Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT 

Solusi Bangun Indonesia adalah Nilai Jual hasil pengambilan Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dari objek pajak yaitu Claystone. 

Menurut Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di 

Kabupaten Cilacap pasal 39 sebagai berikut: 

(1) Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah 

Nilai Jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan . 

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan 

mengalikan Volume atau Tonase hasil pengambilan dengan nilai 

pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan 

Logam dan Batuan. 

(3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah harga rata-rata 

yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah bersangkutan 

(4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam 

dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, 

digunakan harga standard yang ditetapkan oleh instansi yang 

berwenang dalam bidang pertambangan Mineral Bukan Logam 

dan Batuan. 

(5) Nilai Pasar atau harga Standar masing-masing jenis Mineral 

Bukan Logam dan Batuan diatur oleh Bupati.  

Selanjutnya, dalam rangka menetapkan besaran pokok pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan dan dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha 

pertambanaan serta perhitungan pajak Mineral Bukan Logam dan 
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Batuan Gubernur Jawa Tengah menetapkan Harga Patokan Penjualan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. 

Menurut Keputusan  Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 

2018 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan 

Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan 

Logam dan Batuan di Kabupaten Cilacap 

 

No 

 

Jenis Komoditas Tambang 

Harga Patokan 

Penjualan Per M3 Di 

Lokasi Tambang 

(Rp.) 

1 Sirtu 70.000 

2 Batu Gamping Untuk 

Semen 

50.000 

3 Tanah Liat Untuk Semen 24.800 

4 Tanah Liat 23.000 

5 Bentonit 22.000 

6 Tanah Urug 10.000 

7 Talk 24.000 

8 Pasir 70.000 

9 Andesit 50.000 

10 Pasir Pasang 40.000 

   Sumber: PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

Tabel 3.1 diatas merupakan tabel dari harga Patokan 

Penjualan Mineral Bukan Logam Per M3 di daerah Kabupaten 

Cilacap. PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dalam eksploitasi Tanah 

Liat sebagai Bahan Baku Produksi Semen berdasarkan keputusan 

Gubernur Jawa Tengah dikenakan Harga Patok Dasar Pengenaan 

24.800 Per M3. Dasar Pengenaan tersebut sebagai acuan perhitungan 
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Pajak Mineral Bukan Logam terkait Clay (Tanah Liat) pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

3.2.2 Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi  

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan 

Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten 

Cilacap pasal 40 yaitu Besarnya Tarif Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus). Dengan 

demikian, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dikenakan 

tarif berdasarkan peraturan tersebut yaitu sebesar 20% atas 

pengambilan tanah liat sebagai salah satu bahan baku pembuatan 

semen. 

3.2.3 Penetapan Besarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

terkait Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap 

Plant 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 

perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:  

PMBLB = Tarif Pajak x Nilai Jual Hasil  Mineral Bukan Logam 

dan Batuan 

Menurut  Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di 

Kabupaten Cilacap pasal 41, Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

tarif dengan sebagaimana dalam pasal 40 ini dengan dasar 

pengenaan Pajak sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1).  

Berikut Contoh perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan Terkait Claystone Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk 

Cilacap Plant Periode Bulan Februari: 

Besarnya Pengambilan = 37,470,76 Ton        Density 1.286 
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Pajak Pengambilan  = 29,137,45 m3  x  Rp. 24.800  x  20%   

 = Rp. 144,521,749.30 

Besarnya pengambilan dalam satuan Tonase dibagi dengan 

Density yang sudah diperhitungkan oleh departemen produksi pada 

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. Selanjutnya, hasil 

dari pembagian tersebut dalam satuan m3, dikalikan dengan harga 

Patokan di daerah Kabupaten Cilacap berdasarkan peraturan 

Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang  

Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan 

Batuan. Selanjutnya dikalikan dengan tarif pajak daerah kabupaten 

cilacap. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan 

Perda Nomor 18 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Di Kabupaten 

Cilacap pasal 40 yaitu Besarnya Tarif Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus). PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant wajib membayarkan 

Pajak atas pengambilan Mineral bukan Logam dan Batuan sebesar 

Rp. 144,521,749.30.  

3.2.4 Pelaporan SPTPD Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait 

Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant. 

Setelah dihitung besarnya pajak, kemudian PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant melaporkan kepada Badan 

Perolehan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah ( BPPKAD). 

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 tahun 2018 

Tentang Standar Operasional Prosedur Pemungutan Pajak Daerah 

Kabupaten Cilacap, Penyampaian SPTPD adalah sebagai berikut : 

a. Paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, 

wajib pajak melaporkan SPTPD yang telah diisi dengan 

benar ke Badan. 
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b. Petugas Pelayanan menerima SPTPD yang telah diisi oleh 

wajib pajak kemudian membubuhkan tanggal penerimaan 

dan melakukan perekaman data SPTPD kedalam aplikasi 

c. Petugas secara rutin melakukan pemantauan terhadap wajib 

pajak yang belum melakukan pelaporan 

d. Terhadap Wajib Pajak yang sampai dengan tanggal 15 

setelah berakhirnya masa pajak belum melaporkan akan 

diberi teguran 

e. Apabila sampai dengan 7 hari setelah menerima surat teguran 

dan Wajib pajak tidak melaporkan pelaporan maka petugas 

membuat SPTPD secara jabatan, yang dapat dihitung 

berdasarkan : 

1)  Rata-Rata Pelaporan SPTPD 3 bulan terakhir,atau 

 2)  Pelaporan SPTPD bulan terakhir, atau 

3)  Hasil Pemeriksaan Pajak. 
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Gambar 3.2 Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah 
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Sumber : PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

Gambar diatas adalah contoh format SPTPD pada PT Solusi Bangun 

Indonesia Tbk Cilacap Plant. SPTPD diisi dengan lengkap dan benar 

kemudian pelaksana melaporkan ke BPPKAD Kabupaten Cilacap untuk 

diperiksa. SPTPD dilampiri dengan Dokumen pendukung atas pengambilan 

objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. 
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Gambar 3.3 Gambar Bagan Alir Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap 

Wajib Pajak Instansi/ Badan Bank Bendahara 
Penerimaan 

    

SPTPD 

Mulai 

WP menghitung, 

Menyetor, dan 

melapor 

Menerima

SPTPD 

Memeriksa 

SPTPD 

menandatangani 

SKPD 

Menyerahkan 

SKPD 

Menerima 

SKPD 

Menyetorkan

MBLB 
Menerima 

MBLB 

Menerima 

SKPD 

Bukti setor Menerima 

MBLB 

Bukti setor 

Bukti setor 

STS dan Bukti 

setor 

STS dan Bukti 

setor STS dan Bukti 

setor di 

simpan 
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Sumber : PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

 

3.2.5 Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

Tata cara pembayaran berdasarkan Peraturan Bupati 

Cilacap Nomor 85 Tahun 2018 sebagai berikut 

a.  Setiap akhir masa pajak wajib pajak melakukan pembayaran 

berdasarkan isian surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) 

paling lambat akhir bulan setelah masa pajak berakhir, dilampiri 

dengan persyaratan administrasi yang dipersyaratkan, 

b. Wajib pajak melakukan pembayaran SKPDKB/SKPDKBT 

paling lambat  sesuai dengan tanggal jatuh tempo, 

c. Wajib pajak yang melakukan pembayaran langsung atau transfer 

ke Rekening kas Umum Daerah wajib menyampaikan bukti 

setor atau bukti transfer kepada Badan melalui bendahara 

penerimaan, 

d. Bendahara penerimaan merekam data Bukti Setor/Transfer ke 

dalam aplikasi, 

e. Bendahara penerimaan menerbitkan Surat Setoran Pajak Daerah 

dari Aplikasi dalam hal: 

1) Wajib Pajak melakukan pembayaran melalui bendahara 

penerimaan, 

2) Wajib Pajak telah menyampaikan Bukti Setor / Transfer atas 

pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, yang 

telah diverifikasi. 
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Gambar 3.4 Gambar Bagan Alir Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan oleh BPPKAD Kabupaten Cilacap 

Sumber : Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2018 
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3.3 Ancaman- ancaman dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan 

Pelaporan Pajak pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

Pelaksanaan Perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant masih terdapat ancaman yang 

berdampak kurang maksimalnya dalam proses pelaksanaan tersebut. Berikut 

merupakan ancaman yang terjadi diantaranya: 

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia  

Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral 

Bukan Logam dan Batuan harus didukung dengan Sumber Daya Manusia 

yang benar-benar berkompeten didalam bidang perpajakan. Pada Pt Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dalam pelaksanaan perpajakannya 

Mineral bukan Logam dan Batuan diletakkan pada Bidang kerja General 

Affair, dimana tugas utama General Affair ini adalah membantu departemen 

lain dalam urusan umum.  

b. Keterbatasan dalam pemahaman system perhitungan  

Pelaksanaan perhitungan Pajak mineral bukan Logam dan Batuan 

pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant sering mendapati 

kesalahan proses perhitungan otomatis pada sistem komputer. 

3.4 Pengendalian Internal atas ancaman-ancaman dalam pelaksanaan 

Perhitungan, Pemungutan, dan pelaporan pajak  

Pelaksanaan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant dalam menangani ancaman-ancaman 

diperlukan pengendalian secara Internal. Pengendalian ini dimaksudkan untuk 

mencari solusi terbaik atas ancaman tersebut. Berikut pengendalian Internal 

yang dilakukan oleh PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant: 

a. Koordinasi dengan Badan Setempat  

Untuk Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Manusia, PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant melakukan Koordinasi secara 
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langsung kepada pihak BPPKAD kabupaten Cilacap. Melalui koordinasi 

langsung tersebut, pelaksana melakukan pertemuan mandiri dengan pihak 

BPPKAD Cilacap dan menanyakan langsung atas kendala yang pelaksana 

alami. 

b. Menghitung kembali secara manual 

Pelaksanaan Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant mengalami kendala 

pada perhitungan otomatis sistem komputer sehingga PT Solusi Bangun 

Indonesia khususnya pelaksana perhitungan pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan harus menghitung kembali secara manual.  

c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi 

Untuk memaksimalkan perhitungan, pemungutan, dan pelaporan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun 

Indonesia. Pelaksana perwakilan perusahaan mengikuti kegiatan 

sosialisasi dan pelatihan pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan guna untuk lebih bisa mendalami dan 

mengikuti perkembangan-perkembangan dalam bidang perpajakan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Pada Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan saran. Untuk itu, 

berikut adalah uraian dari bab penutup pada penulisan Tugas Akhir “ Mekanisme 

Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

terkait Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant” 

 3.1    KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya maka 

kesimpulan yang berkaitan dengan Perhitungan, pemungutan, pelaporan 

Pajak Daerah atas Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap 

Plant sebagai berikut: 

1. Mekanisme Perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan terkait Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia 

Tbk Cilacap Plant sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

2. Penerapan dalam mekanisme Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terkait Claystone pada PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant bekerjasama dengan pemerintah 

daerah, yang bertujuan untuk memberikan pengawasan yang lebih baik 

sehingga menghindari kesalahan dalam penetapan besarnya pajak yang 

terutang. 

3. Pelaksana Perhitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan terkait Claystone pada PT Solusi Bangun Indonesia 

Tbk Cilacap Plant masih menemui ancaman, seperti keterbatasan Sumber 

Daya Manusia (SDM), dan keterbatasan dalam pemahaman system 

perhitungan otomatis Komputer 
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4. Ancaman yang terjadi dalam pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan dan 

Pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diselesaikan 

dengan berbagai pengendalian internal yang dilakukan oleh PT Solusi 

Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant, antara lain: 

 a.  Koordinasi dengan Badan Setempat 

b. Menghitung kembali secara manual  

c. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi 

3.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1.  PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant diharapkan menambah 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompetensi dalam bidang 

Perpajakan. 

2.  PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant diharapkan untuk bisa 

terus mengikuti perkembangan perpajakan yang ada di Indonesia 

khususnya pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.  

3. Pelaksana Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada PT 

Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant diharapkan bisa 

memperbaiki pengaturan perhitungan pada sistem komputer agar sesuai 

dengan perhitungan yang sebenarnya. 

4. Pelaksana Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan Pada PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Cilacap Plant 

diharapkan untuk lebih teliti dalam proses pelaksanaannya. 
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Lampiran I Laporan Keuangan PT Solusi Bangun Indonesia 
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Lampiran II  Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
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Lampiran III  Surat Tanda Setoran

 

 


